
 

 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN  

PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang 

 

 

: 

  

a. bahwa dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak 
dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Penghitungan Penghasilan 
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun 
Berjalan; 

 

Mengingat  

 

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

www.djpp.depkumham.go.id

djp
p.d

ep
ku

mha
m.go

.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan. 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN 
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN 
BERJALAN. 
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3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 

 

BAB II 

OBJEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 

Objek pajak berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan 
tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa 
penyetoran yang berasal dari: 

a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang 
telah menyetor modal atau membeli saham di atas harga 
nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang 
dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak 
melebihi jumlah setoran modal; dan 

b. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Pajak Penghasilan. 

 

Pasal 3 
 

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada 
pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga 
pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan 
penghasilan bagi perusahaan. 
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Pasal 4 
 

(1) Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai 
pasar saham dan nilai nominal saham, tidak termasuk 
objek pajak.  

(2) Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai 
nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan 
pengurang dari penghasilan bruto. 

 

Pasal 5 
 

(1) Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang 
unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk 
keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, 
tidak termasuk sebagai objek pajak.  

(2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan 
atas pelunasan kembali unit penyertaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemegang unit 
penyertaan yang merupakan  Subjek Pajak luar negeri. 

 

Pasal 6  
[ 

Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang 
berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan 
proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali 
bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

Pasal 7   
 

(1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak 
Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut 
laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian 
atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank 
Indonesia. 
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(2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan 
pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

Pasal 8  
 

(1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 
Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena 
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain  
secara  langsung atau tidak langsung berkenaan dengan: 

a. usaha;  
b. pekerjaan; atau 
c. kepemilikan  atau penguasaan.   

(2) Hubungan  di antara pihak-pihak yang bersangkutan 
berkenaan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib 
Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi 
yang bersifat rutin antara kedua belah pihak. 

(3) Hubungan  di antara pihak-pihak yang bersangkutan 
berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib 
Pajak penerima terjadi apabila terdapat  hubungan yang 
berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan 
kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara 
kedua pihak tersebut. 

(4) Hubungan  di antara pihak-pihak yang bersangkutan 
berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara 
Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi 
apabila terdapat: 

a. penyertaan modal secara langsung atau tidak 
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(4) huruf a  Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau 

b. hubungan penguasaan secara langsung atau tidak 
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(4) huruf b  Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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